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Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerdh Kabupaten Aceh Singkil

BUPATI ACEH SL\GI{L

bahwa dengan ditetapkamva Lndang-undang Nomor 34 tahun

2000 Tentang Pajak Daerah rinn Rettribusi Daerah

bahwa untuk untuk adanya kepasnan penerimaan pajak Hiburan

tersebut perlu diatur dalalm suatu Peraturan Daerah

Undang-Undang Nornor 24 tahun 1956 Tentang pembentukan

Daerah Otonomi Propinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

undang-undang nomor 14 tahunl999 Tentang pernbentukan

Kabupaten Daerah tingkat II Aceh Singkil

Undang-undang no. 22 tahrn I 999 Tentang pemerintah Daerah

PeraturanPsmerintah No. 5 1975 Tentang pengurusanh

Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Daerah
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MEMUTUSKAN

PERATI]RAN DAERAH KABLIPATEN ACEH SINGKIL

TENTANG PAJAK HIBURAN

Menetapkan
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BAB I

TENTUAN L]MLIfuI

Pasal 1

I)alam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Dearah adalali I(abupaten Acali Silgkii

tr. Pemerintaltan Daerah adalah Penrerintahan I(abupaten Aceh Singkil

c. Kepala Daerah adaiah Bupati Kabupaten Acah Singkil

d Fejabat adalah pegalvai negeri yang cliberi tugas teitentu dibidang

perpajal.:an claerah sesuai ilengan peratulan perundang-unclangan yang

berlaku

e. Pajak Iliburan yang selanjutnv*a clisebut pajali aclalah pungutan daerah

atas penyelenggaraan hiburan

f. Hiburan adalah setnua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan

nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang

dengan <tipungrrt bayara4 lidak tentrasuk penggunaan pasilitas unhlk

berolah laga.

E. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangfln atau baclan yang

menyelengarakan hiburan bail< untuk dan atas namanya sencliri dan alau

unhrk atas nama pihak lain yang menjacli tanggungannya.

il. Penonton atau Penp5unjung adalah setiap orang yang menpdradi suatu

hiburan untul< melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau

menggunakan pasilitas yang disediakan oleh pen5'elengara hiburan

hecudi perryelenggara, karyalvan, artis dan petugas )'ang menghadiij

untuk melakukan tugas pengawasan.

i. Tanda masuk aclalah suatu lancla atau alat yang sah dengan narna dan

daiam bentuk apapun yang dapat ciigunakan untuk menonton,

men nakan atau menikmati hiburan.

j Surat Pemherilahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat ),ang digunakan oleh rvajib pajak untuk melaporkan

perhitungan atau pcmbayalan pajak yang terutang mcnunrt peraturan

perunclang-unclangan Perpajakan Dacrah.

L Surirl setoran pajak daearah. 1,ang selanjutnya disingkat SSPD adalzrh

surat -vang digunakan oleh rvajib pajak untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran pajak -vang terutang ke lcas daerah atau ketempat lain

yang clitetapkan oleh kepala daerah.



Surat l{etetapan Pajak Daelah, yang se.lanjutnya disinglet SKPD aclalah

surat lieputtman yang menentukan besarnt'a jumlah pajak 1'ang terutang.

Surat Iietetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnt.a disingliat

SKPDKB adalah surat keputusan yang rnenentukan besatrya jumlah

pa.jak ),ang terutang, .iumlah kredit pa-iah jumlah kekurangan

pembayaran pohok pajak, besarnya sanlisi administrasi dan jurilah yang

masr-h hanrs dibayar.

Suret Ketetapan Paja!: Daerah Kurang Biryar Taml'tahan )rllng

sclanjutnya disinglrat SKPDIST, adalah surat lieputusatr i'allg

menentuiian jurnlah pajak yang tclah ditctapkan.

Surat ketetapan pajak claerah lebft bayar yang selanjutnya ciisingiiat

SKPDLB adalah surat keputusan yang menenhrkan jurnlair kelebihan

pemhayaran pajak karena junrlah kridit pajak lebilt besar dari pajak

yang terutang atau tidak seharusnl,a 1.**utt*.

Surat ketetapan pajak nihit yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah

surat keptrtusan jumlah pajak yang terutang sama besatnya dengan

jumlah kridit pajak atau pajak tidak lerutang dan tidak ada kredit pajalc.

Surat Tagihan Pa.iak Daerah yang selanjutnya disingfl<at STPD adalah

surat untuk melakukan tagilran pajak dan atau sanlisi administrasi

hentpa bunga dan afau denrla.

BAB tr

NAiVIA, OB.IEK DAN SL]B\T,K PAJAK

. 
Pasal2

(1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelcnggar:urn

hiburan

(2). Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan hitruran.

(3). Hibruan sebagaimana dirnaksud pada ayat 2 antara lain

Pertunjukan film

Pertunjukan kesenian dan sejerrisnya

Pergelaran musik dan tari

Permainan ketangkasan

Pertandingan olah raga.

p.

q.

t.

b.

c.

d.

e.
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Pasal3

(f ). ,Sulrjek pajak adalah orang pribadi alau badan vang mencrnton clan

atau rnenilmati hiburan

(2). \trIajib pajah adalah orang pribaili atau badan y menyelenggaral<an

hiburaii

Ili\l1 ilI
D,I\SAR PENGE,NT\AN DAN Wz\IIB PT\JAK

Pasal z[

Dasar tr)engenaan pqiak adalah juinlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayal untuk menonton dan atau rnenikmali hiburan.

Pasal 5

Besaml'a tarif pajak untuk setiap jcnis hiburan aclalah :

a. tlntuk jcnis perlunjukan dan heramaian umum yang rnonggunalian

sarima film clibioskop ciitctapkan :

1. Golonqan A 11 utama sebesar 3 5 o/o (tiga puluh lirna persen )

2. Golongan AII sebesar 30 % (tiga puluh persen)

3 golongan A I sebesar 25 oto (clua puluh lirna persen)

4 Golongan B II sebesar'2096 (dua puluh persen)

5. Golongan BI sebesar 15 96 (lima belas pcrsen )

6. Golongan C sebesar 10 9t, (sepuluh persen )

7. Golongan D sebesar 5% (lima pemen )

8. Jenis keliling sebesar 5 9/o (lima pelsen )

b. Unluk perhrniukan kesenian antara lain kesenian tradisional,

perluniukan sirkus, pameran seni, sebesar 15 % flima belas persen)

c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan scbesar 350/6

(tiga puluh lima porsen)

d. Untuk permaianan ketangkasan dan sejenisnya clitetapkan sebesar

35oto (liga puluh lima persen)

e. Linfirk pofiandingan olah raga, ditetapkan sebesar l59,ii (lima hela.s

nersen)



BAB N,'

\\IILAYAH PEMLINGUTAN DAN CARA PERFtrTLINGAN PA.iAK

Pasal 6

(1). Pajaii yang teruitang dipungrt oleh dispenda

(2). Besar:nya pajak terutang clihitung dengan cara rnengalikan tarif

sebagai nana dinraksud dalain pasal 5 dengan dasat pengenaart sebagai

mana dimaksud clalam pasal4.

BAB V

N,{ASA PAJ.{K SAAT PA.IA}: TE.P.UT,qNG DAN SIJF.AT

PEIv{BERITI LA.LIN PAJAK DAERAFI

Pasal7

Nlasa pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan takwirn.

Pasal 8

Pajak tenrtang dalaln masa pajak ter-ia<ii pada saat pcrryele araafl hiburan.

Pasal9

(1). Setiap wajib pajak ivajib mengrsi SPTPD.

(2). SPTPD sebagairnana climaksud pada a1'at (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lerlgkap so clitanda-tangani oleh wajib pajak atau

kuasanya.

(-1). SPTPD sebagaitnana dirnaksud pada ayat (1) harus disampaikan

kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnya rnasa pajak.

(4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala

daerah.

;
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BAB \,'I

Tz\TA CAI{A PERHITLINGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1). Bel'clasarkan SPTPD sebagaimana dimaksucl dalam pasal 9 a-vat 1

kepala d;erah menetapkan pajak terutang dengan rnenerbitkan SKPD.

(2). Apabila SKPD setiagairnana dinratrisud pada ayat 1 tidak a'rau kurang

bayar setelah iewat waktu paling lama 30 hsri sejak SKPD diterima,

clikenakan sanksi administasi berupa bunga sebesar 2o/o (du persen)

sebulan dan tagih dengan menelbitkan STPD.

Pasal 11

(1). Wajib pajak yang mernbayar sencliri SPTPD sebagairnana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) digunakan unfuk menghitung,

mempelhitunglian dan menelapkan pajak sendiri yang terutang.

(2). Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah ma.sa tenrl.angnya pajak

kepala claerah dapat rnenelbitkan

l. Surat Ketetapan Pajali Dacrah Ktriang Ba;rar (SKPDF'B)

b. Surat Iietetapan Pajak Daerah liurang Rayar Tamtrahan

(sKI'DKBT)

c. Surat Ketetapan Paiak Nilril (SKPDN)

(3) Surat keterangan pajak daerah kurang bal.ar SKPDKR selragaimana

dimaksud pada ayat (2) hurLrf a ditelbitlian :

a. Apabila betdasarkian hasil pemeriksran atau keterangan lain pajali

yang terutang tidali atau kulang bayar clikenakan sanksi

administrasi benrpa bunga sebesar 2 o,/osebulan dilrifung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar unutk jangka ivaktu paling

lamaZ4 bulan dihitung sejak saat terutang1,a pajak.

b. Apabila SPTPD disampaikan <lalam jangka waktu clitentukan dan

telah ditegul' secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar' 296 sebulan dilrif+ng dari pajak yang kurang atau

lettambat b.,]'ut urrluk jangka waktu palfuE Iana 24 bulan dilftu'g

sejak saat terutangnya pajak

c. Apabila kewajiban menp;isi SP'I-PD tidak dipenulri pajak yang

terutang secara jabatan dikenakan sanksi berupa kenaikan berupa

251/0 dari pok-ok pajak ditambah snnk-*i administrasi hben-rpa



I

bunga sebesal 2out' sebulan di hiiung dari pajak yang krrang atau

terlambat dibayal unutk jangka rvaktu paling lama 24 bulan

clihitung sejak saat terulangpya pajak

(4). Sutat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Rayar Tambahan SKPDKRT

sebagairnana dima!:sud padl- a),at(2) iruruf b ditetbitkan apahila

cliternukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang

rnenyebabkan penarnbahan _iumlah pajak yang terutang akan

diltenakan sanksi administrasi berupa kenaikan i00% dari jumlah

kekurangan pajak tersebut.

(5). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nftil SKPDN sebagaimana dimaksud

pada ayat(2) huruf c diterbitkan apabial jumlah palali yang terutang

sama besarnya dcngan jumlah kredit pa.jak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit pajak.

(6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalarn SKPDKB dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan atau

tidali sepenuhq,-a dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan

ditagih dengan mener"bitkan STPD ditambah dengan sanksi

adrninistrasi berupa bunga 20.,6 sebulan.

(7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4 ) tidak diketakan apabila wajib pajak rnelapodran sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB Vtr
'IATA CAR-A. PEIvIB r\Yr\P.,.\N

. Pasal 12

(1). Pembayaran Pajak dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang

diluqjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditenlukan dalam

SPTPD, SKPD. SKPDI{R, SI(PDKBT dan STPD

(2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain vang ditunjuk

hasil penerimaan pajak harus disctor kclias daerah sclambat-

larnbatnya 1x24 jam atau dalarn waktu yang ditentukan oleh kepala

daerair.

(3). Pembayaran Pqiak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (20)

dilakul<an clengan menggunakan S SPD.
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Pasal i3

(1), Pembayaran pa-lak harus dilakukan sel<aligus atau lunas.

(2). Kepala daerah dapat rnemberil<an persetujuan kepada r,vajib pajak

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun wakru tertentr: setelah

rnernenuhi persyaratan yang ditentulian .

(3). Angsuran Pembayat'an setragailtrana dimaksud pada avat (2) hanrs

dilakukan secal'a terafur dan bertunrat -turut dengan dikenakan bunga

sebesar 29lo sebulan dari.iumlah pa.jak yang belum atau kulang bayar.

(4). I(epala Daerah dapat memeberjhan persetujuan kepada wajib pajal<

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang

ditentukan setelah memenuhi perqraratan yang ditentukan dengan

kcnaikan bunga 29t, scbulan clari jumlah pajak yang bclum dan kurang

bayar.

(5). Pers-yatatan untuk dapat rnengangsur dan rnenunda pernbayaran sefla

tata car':r pem.bayaran angsuran clan penunclaan sebagainmna dimaksud

pacla. ayat (2) dan a1,at(4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud daiam pasal 13

diberikan tanda bukti peml:a1,aran dan di catat dalam buku

penerirrraan .

Bentuk, jebis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

penetirnaan pajak sebagairnana dimaksu ayat (1) clitetapkan oleh

Kepala Daerah.

R,{R V]II

TATA CTUTA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

(1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat iaian yang sejcnis

sebagau awal tindakan pelaksanaan peilagihan P4iak dikeluarlian 7

hari sejak saatiatuh tempo.

( 1).

(2)



(3)

l:;-lirr -i;,'il-l*a rt.iklu iujuir haii .;iclaji tarrgai sur?i :Lil-ji i':-.;., ;.*irr

pinn:riilin atau surat iain yang sc-ienis , wajib pajak haru.> ri1;,Lrinsi

pajak terutang .

Surat tezuran surat peringatan alau surat lain J,ang seicnis

sebagairnana dinraksud pacla a1,at 1 dikeluar-kan oleh pejabat.

Pasal 16

(1). Apabiia.jurnlah pa.iak yang ma-sih hans ciibayar tictak dilunasi clalam

jangtrla rvaktu sebagairnan ditentukan cialam surat teguran atau sur.at

pciingatan atau surat laur yang sejnis, jumlah pajak yang harus

dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2)' Pejabat rncnerbilkan surat pahsa sesera sctclah lcrvat 21 hari scjak

. tailggal sural leguran atau surat peringatan atau surat lain y sejenis.

Pasal 17

Apahrila pajak vang harus dibayal ticlak dilunasi clalam jangka rvaktu 2x24
jam sesudah Lrnggal pcmberitahuan surat paks4 pejabat scgora mcnerbitkan

surat perintali melaksan akan penyitaan.

Pasal 18

setelah melakukan perlvitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang

Pajaknya setelatrr leivat 10 hari sejak tanggal surat perintah melaksanakan

penf itaan , pejabat inengajukan pennintaan penetapan tanggal pelelangan

kepacia liantor Lelang Negara,

Setelah Kantor Lelang

pclaksanaan lelang .iuru

kepacLa Wajib Pajak.

Pasal i9

Negara rnenetapkan hari. tanggal jam clan tenlpat

sila incmbcdlihulian dcngan scgcra sccaia t011ulis



Pa-sai 20

Benftrk, jenis darr isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAI] LX

PENG{IRANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal2l

I(epala Daerah lrerclasarkan pennohonan wajitr pajak dapat meembelikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cata pemberian

pengurangan .kcringanan dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (i)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

RAR X

TATA CARA PE]\4BETLILAN, PEMB ATALAN PE NGLIRANGAN

KETETAPAN DAN PENGH,4,PUS,q}J AT,{U PENGURANGAN

SAM{SI ADMIMSTRASI

PasaI22

(1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak

dapa-t:

a. Mernbetulhan SKPD atau SKPDKB atau Si<PDKBT atau STPD

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan flrlis , kesalahan

hinrng dan atau kekeliruan dalam pen€i'apan peraturan penrndang-

unclangan perpajakan daerah.

b. Mernbatalkan atau menguranglian ketetapan pajak yang lid{ik

henar

c. h4engutangkan atau menghapuskan sanksi administlasi berupa

bunga, denda dan kenaikan pajak yang tclutang dalam hal sanksi

tersebul clikenakan kalena kekhilapan wajib pajak atau bukan

karema kesal,ahannya

(2) Pennohonan pernbetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD.
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hanx disampaikan secara tertulis oieh rvajib pajak kepacla kepala

daerah, atau pejabat selamba-lambatnya 30 hari sejak tanggal terima

s D, SKPDKB, SKPDKBT alau srpD dengan mernberikan aiasan

yang jelas.

(3). Kepala daerah atau pejabat paling lama 3 buran sejak surat

permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat 2 diterima sudah

liarus rnemeberikan keputursan.

(4). Apabila setelah lewat vraktu 3 (fua) bulan sebairnana climaksud pada

ayat (3) keliala daerah atau pe-jabat tidak memberikan keputusan.

pe ohonan pembetulan, pembatalan . penguangan lietetapan clan

penghapusan atau pe ranmgan sanksi administrasi dia-nggap.'

cliliabulkan.

BAB XI

KI,BEI{A'TAN DAN R ANDING

Pasal23

(1). wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanl'n kepada kepala claer;rh

atau pejabat atas suatu :

a. Surat ketetapan pajak daerah SKPD

b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar SKPDKII

c. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan SKPDKBT

d. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar SKPDLB

e. Surat ketetapan pajak daerah nftil SIQDN.

(2). pelrnohonan keberatan sebagairnana dimaksud pacla ayat (1) harus

clisampaikan secara tertuklis dalam bahasa inclonesia paling lama 3

(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

dan sKPDN diterirna oleh wajib pa-iak kecuari apabila rvajib pajak

clapat memrnjukkan bahwa jangka rvakhr itu fidak dapal dipemrhi

karena keadaan diluar kekuasaannaya.

(3). Kepala l)aerah atau Pejabat dalam jangka w-aktu paling lama 12 (clua

belas) bulan sejak tanggal pennohonan keberatan sebagairnan

dimaksud pada ayat 2 diteiima sudah rnemberikan keputusan.

(4)' Apabila lewat dari waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimatrisuci

pada ayat (3) kepala daerah atau pejabat tidak rneernberikan keputusan

permohonan kebelatan dianggap clikabulkan .

a
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t

diliabrilkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waklu paling lama 1

buian.

(4). Apabila wajib pajak rnempunyai hutang pajak lainnva kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) langsung

diperhirungkan untuk melunasi terlebih clahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengernbalian kelebihan pembayaran pa.iak dilakukan dalarn rvaktu

paliang larna 2 bulan sejah diterbitkan SKPDLB kepala daerah atau

pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2orc sebulan atas

keterlambatan pernbayaran kelebihan paj ak

(6). Apabila pengembalian kelebilran pembayaran pajak setelah lewat

waktu 2 br-tlan sejak cliterbitkan SKPDLB l,:epatra daerair aka.n

meerp.berikan imbalan bunga sbesar 29lo sebulan atau keterlarnbatan

peinbayaran kolcbihan pajak.

Pasal2T

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hulang pajak

lain sebagairnana dimaksud pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahan bukuan dari bukti dan bukti pemindah bukuan

juga berlaku sebagainrana bukti pemtrayaran.

BAR XItr

I{ADALLTWAR-SA

Pasal28

Ifak untuk melakukan penagihan pajak, kaclaluwarsa setelah

melampaui jangi'a waktu 5 Tahun terhitung sejak terutangnya p;tiak

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat tcguran clann surat paksaan

lr. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

(r).

(2).



Wajib pajak yang karcna kealpaaq,a tidak menl,alnpaikan SpTpD

atau rnengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rnelanlpirhrrn

keterangan yang ticlak benar sehirgga neiugikan keuangan clreralr

dapat dipuclana denagan piciana peniara paling lama 1 (satu) 'rahun

dan atau dencla paiing banvak 2 kali junrlah pajak yang teruLrng .

wajib pajak yang clengan sengaja tidak menyampaikan sp I'pD atau

mengisi clengan tidak benar atau ticlak lenghap atau rnelampirkan

kcterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan keuangan daerah

dapat dipidana denagan pidana kurringan paling lama I Tahun clan

atau denda paling banyak 4 kali jurnlah pajah yang terutang.

Pasai 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 29 ticlak dituntut setelalr

melarnpaui ;angka rvaktu 10 Tahun sejak masa terutangnya pajak atau

beraldrirnya masa pajak atau berakhfurrya bagian Tahun pajak.

RABX\,'

PEN}'IDIKAN

Pasal 31

Pcjabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pelner-intah daerah

cliberi wewenang khusus scbagai pcnyiclik untuk melakukan

perD'iclkan tindak pidana dibidang perpajakan claerah sebagai mana

dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 19g1 tentang Ifultirm
Acala Pidana.

pacla ayat \\/ervenang peny'idik sebagaimana dirnaksucl (1) aclalah :

a. lvlenerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau

laporan bertenaan dcngan trndak pidana dibidang perpajakan

daerah agar keterangan atau laooran tersebut menjadi lengkap rlan

r1\

(2).

(1).

(2).



I

I,Ieneliti mcncari dan mq'*puft*n teterangan menqeriai orang

pribadi atau badan h.Lrm Eif,E_ro kebsnaran perbrrar:n r-an*

dilakrr.lian sehub.ngan dmgm d*ral prdana perpa-jakan daerah

tersebut.

h4eminta keterangan d-"n t'ilie emi orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pier p'erpajalian daerah.

Merneriksa buku-bukrr- i;aiaimr.-atatan dan dokumen-clokumen

lain 1'ang berkenaan dengrm Eindak pidarn dibidang perpajakan

daerah

Melakukan pengeledahan rmrul me.ndapatkan bahan bukti untuk,

pencatatan dan dokumen-doirmco lain- serta melakukan

penl,itaan tcrhadrp bahan fetr_zn brAli tersebut.

Mcminta bantuan tenaga ;ffi d:t*m rangka pclaksanaan tugas

peiryidikan tindak pidana dilid".g perpajakan clacr;rh .

h,,Ienyuruh berhenti, melarane s€s€orang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat melalrrlan per.neriksaan se<lang berlangsung

clan memeriksa identitas orars dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada hurde.

Nlemotret seseorang )'ang berlaitan dengan tinclak pidana

Pe4rajakan Daerah.

Mernanggil orang untuk didqan keterangannya clan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi

Menghenfikan penyidikan

IVlelakukan tindakan lain 1'ang pertu untuk kelancaran penyiclikan

tindak pidana dibidang pe.rpap*m daerah menurut hulrum 1.nng
dapat dipertanggung jaw-abLm-

(3). Penyidik sebagaimana dimaksrtr pada ryat (1) memberitahukan

dimulainya peryidikan dan meqampeikan hasil penyidilian kepacra

pemrnfut umum. ssrrai dengan L-et;*nun rang dratrrr clalarn 
'n<rang-

undang nomor 8 Tahun 19g1 teooee Hulr:ur Acara pidana.

b.

d.

e.

(r
b,

h.

J.

k



pengajuan keberatan sebagairnan dimaksucl pacla ayat (1) tidak

menunda kewajiiran membayar pajak.

Pasal24

(1). rvajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian

se eta pajak dalarn waktu 3 (tiga) bulan setelah diterirnarrya

keputusan keberatan.

(2). pengajuan banding sebagairnana ciimaksuci pada ayat (1) tidak

menunda kew-ajiban memba1,31 pajak.

Prsal25

Apabila pengajuan kcberatan setragaiman dimaksud pada pasaT 23 atau

banding sebagaimana dimaksud pasal 24 dikabulkan sebagian atau

selurulurya, l<elebihan pembayaran pajak dikembalikan denagn clitambah

imbalan lrunga 29tr sebulan untuk paling ]ama 24 bulan.

BAB Xtr

PENGEIVIBALIAN KELEBIHANPEMBAYAR PA.IAK

Pasal26

(1). wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengajuan pengembalian

lielebihan pembayatan kepaCa kepala daerah atau pejabat s€cara

teffulis dcngan mcrryebutlian sekurang-kurangirya :

a. Nama dan aiamat wajib pajak

b. N'Iasa pajak

c. Besarnya kelebihan pemtrayaran pajak.

d. Alasan yang jelas.

(2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka rvaktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya pcrmohonan pengembalian kelebihan

pembayarern pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

rnemberikan keputusan

(3). Apabila jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)

dilampaui kepala daerah atau peajbat ticlak memelrerikan keputusan



BAB \rII
KETENTUAN PENL-|L?

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalarn FEraturan Daerah ini akan diatur
tersendiri dengan keputusan BWaft Dengan memperhatikan
petunjuk yang berlaku

Pasal 33

Peraturan Daerah ini rnulai berlah-u sejak diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya memennrah kan perundangan peraturan
Daerah r'ni dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan di : SINGKIL
Pada tangBal 23 juni 2001
BUPATI.{CEH SINGKIL

CafDto

I}I{RIIIT,SYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembatran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
pada tanggal23 juni 2001 No.-t sEn' B tahun 2001
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RIDWAN HASAN.


